
Menimbang 

BUPATI LUWU 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR :11,  T.urllf !121 

TENT ANG 

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dae rah serta untuk 

Mengingat 

kelancaran arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan arus kas keluar yang digunakan 

untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap 

periode, perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan 

Anggaran Kas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan 

Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 

Tahun Anggaran 2022; 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarig 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 
Tahun 201 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165 ) ;  
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15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah; 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

24 .  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME 

PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif. 

3.  Bupati adalah Bupati Luwu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Luwu. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 

10 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten 

Luwu yang disusun dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Luwu dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1 1 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12 .  Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 
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13 .  Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD. 

14.  Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15 .  Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK 
SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
padaSKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

1 7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

18 .  Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka 

Pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah PPKD dan Pejabat 

lainnya sesuai kebutuhan. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang 

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah yang digunakan untuk seluruh Pengeluaran Daerah. 

2 1 .  Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah 

yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditentukan. 

22 .  Penerimaan Daerah adalah yang masuk ke Kas Daerah. 

23 . Pengeluaran Daerah adalah yang keluar dari Kas Daerah. 

24. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

25. Belanja Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

Pengurang nilai kekayaan bersih. 

26 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 
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27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas untuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 

ketersediaan dana yang cukup mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 

setiap periode. 

BAB II 

ANGGARAN KAS PENERIMAAN 

Pasal 2 

( 1 )  Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pendapatan 

daerah, dialokasikan secara per triwulan sebesar : 

a. Triwulan I minimal 28°1<> (dua puluh delapan per seratus) dari total 

target penerimaan; 

b. Triwulan II minimal 3 1  °/o (tiga puluh per seratus) dari total target 

penerimaan; 

c. Triwulan III minimal 22°/o (dua puluh dua per seratus) dari total target 

penerimaan;dan 

d. Triwulan IV minimal 19°/o ( sembilan belas per seratus) dari total target 

penerimaan. 

(2) Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pembiayaan 

dialokasikan pada Triwulan I sebesar lOOo/o (seratus per seratus) dari total 

Target penerimaan pembiayaan. 

(3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  bersumber dari:  

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer;dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

(4) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber 

dari sisa lebih perhitungan anggaran ta.bun sebelumnya. 

BAB III 

ANGGARAN KAS PENGELUARAN 

Pasal 3 

( 1 )  Besarnya persentase penarikan dana untuk belanja tidak langsung yang 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dialokasikan per 

triwulan, sebesar: 

a. Triwulan I 27% (dua puluh tujuh per seratus) total anggaran belanja; 

b. Triwulan II 3 1  %  (tiga puluh satu per seratus) total anggaran belanja; 

c. Triwulan III 23% (dua puluh tiga per seratus) total anggaran belanja; 

d. Triwulan IV 19°/o (sembilan belas per seratus) total anggaran belanja. 
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(2) Besarnya persentase penarikan dana untuk belanja yang digunakan untuk 

mendanai pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan di Triwulan I 

sebesar 100°/o ( seratus per seratus) dari total anggaran pengeluaran 

pembiayaan. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diperuntukkan untuk: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga;dan 

d. belanja transfer. 

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk 

penyertaan modal daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 

( 1 )  Penatausahaan penerimaan daerah dan pengeluaran arus kas atas beban 

APBD mengikuti ketentuan dalam sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Luwu. 

(2) Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten 

Luwu Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

( 1 )  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUD melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan daerah dan 

pengeluaran anggaran kas daerah. 

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan dalam upaya memberikan petunjuk, memperbaiki dan 

menyempumakan serta mengawasi agar pendapatan daerah yang diterima 

dari pengeluaran uang atas beban APBD dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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B AB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 

pada tanggal 31 :Dac,etilter. 2i21 

BUPATI LUWU, 

Diundangkan di Belopa 

pada tanggal- 'H Dae&nbar 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .t1, 

\ 
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BUPATI LUWU, 


